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GLOSARIUM

BULOG:
The National Logistics Agency

CIPS:
Center for Indonesian Policy Studies

GRDP:
Gross Regional Domestic Product

HDI:
Human Development Index

KSA:
Kerangka Sampel Area

MAD:
Mean Absolute Deviation

MAPE:
Mean Absolute Percentage Error

MSD:
Mean Squared Deviation

NK:
Neraca Komoditas

PPH:
Pola Pangan Harapan/Desirable Dietary Pattern

RAN-PASTI:
The National Action Plan for the Acceleration of Stunting Reduction in Indonesia 2021–2024

RAN-PG:
The National Action Plan for Food and Nutrition 2020–2024
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia sedang menghadapi sebuah tantangan: permintaan pangannya diproyeksikan tidak 
mampu dipenuhi oleh produksi domestiknya. Dari 2018 hingga 2021, permintaan beras, jagung, 
tepung terigu, dan kedelai nasional Indonesia kian meningkat, dengan estimasi rata-rata 
pertumbuhan tahunan sebesar hampir 300.000 ton untuk beras, 16.000 ton untuk jagung, 26.000 
ton untuk tepung terigu, dan 144 ton untuk kedelai. 

Produksi pangan domestik kemungkinan besar tidak dapat mengikuti tren konsumsi yang 
terus naik, dan impor bahan-bahan pangan ini pun masih dibatasi sehingga mempersulit 
perdagangan pangan yang sejatinya mampu membantu memenuhi permintaan. Pertumbuhan 
ekonomi dan penurunan kemiskinan saja tidak akan cukup untuk menanggulangi kerawanan 
pangan jika bahan pangan saja tidak tersedia. Kekurangan pasokan pangan dapat berdampak 
negatif terhadap asupan kalori sekitar 26 juta masyarakat berpendapatan rendah, dan hal ini 
bisa berujung pada kerawanan pangan, malanutrisi, serta kemiskinan.

Makalah ini menyoroti isu permintaan pangan, dengan fokus pada proyeksinya untuk periode 2025–
2045 di 20 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yang warganya bahkan 
tidak memenuhi standar asupan kalori harian. Jumlah permintaan beras, jagung, dan tepung terigu 
di 20 kabupaten tersebut diproyeksikan akan meningkat 1,20% (beras), 1,27% (jagung), dan 6,24% 
(tepung terigu) per tahunnya.1 Apabila pasokan pangan di kabupaten-kabupaten tersebut terus-
menerus tidak mampu mengimbangi permintaannya, pemerintah akan gagal mencapai target Visi 
Indonesia 2045-nya untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi di daerah-daerah 
miskin di Indonesia melalui konsumsi pangan yang lebih sehat.

Proyeksi-proyeksi ini menyiratkan dampak serius yang bisa terjadi jika Pemerintah Indonesia 
tidak mengambil langkah tepat untuk menanggapi jumlah permintaan beras, jagung, dan 
tepung terigu yang terus meningkat di daerah-daerah termiskin. Pemerintah perlu mengambil 
pendekatan yang holistik melalui empat perubahan kebijakan: Pemerintah harus (i) memperbaiki 
iklim investasi guna meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian yang lebih baik; (ii) 
memperbaiki sistem penyediaan bantuan teknologi dan mengefisienkan transfer teknologi 
pertanian dari sektor swasta; (iii) membebaskan perdagangan agar pasokan internasional dapat 
membantu terpenuhinya permintaan domestik; dan (iv) bekerja sama dengan sektor swasta 
dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa reformasi-reformasi kebijakan ini 
benar-benar diterapkan, serta mengambil peran dalam melakukan kegiatan impor.

1 Jumlah permintaan kedelai diproyeksikan akan menurun, tetapi permintaannya secara keseluruhan sangat rendah.
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TUJUAN STUDI

Tujuan studi ini adalah untuk menyoroti proyeksi jumlah permintaan beras, jagung, tepung terigu, 
dan kedelai yang terus meningkat dari daerah termiskin di Indonesia pada periode 2025–2045. 
Meski penelitian serupa tentang permintaan pangan di masa depan telah dilakukan oleh Arifin et 
al. (2018), makalah ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan berfokus pada permintaan 
pangan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Makalah ini mengusulkan empat 
rekomendasi kepada para pembuat kebijakan demi mengatasi tantangan ketahanan pangan di 
Indonesia secara holistik. 

9



SITUASI SAAT INI

Permintaan Pangan di Indonesia (2018–2021)
Beras, jagung, tepung terigu, dan kedelai merupakan empat bahan pangan yang paling banyak 
dikonsumsi di Indonesia. Permintaan empat komoditas tersebut terus meningkat dari 2018 

hingga 2021. Yang paling menonjol adalah konsumsi 
nasional beras yang mencapai kurang lebih 21,9 juta 
ton pada 2021, atau naik 4,68% dari 2020 (Badan Pusat 
Statistik [BPS], 2022b). Beras adalah bahan pangan 
pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia, dan kedelai 
menjadi sumber utama protein.

Konsumsi nasional beras pada 2021 naik 0,79% 
dibandingkan pada 2020, tetapi karena keterbatasan 
data, proyeksi untuk kedelai dalam studi ini hanya 
mengacu kepada kedelai mentah yang tidak 
mencerminkan bagaimana kedelai biasanya dikonsumsi 
oleh masyarakat Indonesia.2 Walaupun analisis kami 

tidak secara langsung mewakili relevansi kedelai bagi populasi yang dianalisis, ketersediaan 
kedelai secara keseluruhan di Indonesia tetaplah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 
masyarakat miskin Indonesia. 

Secara rerata, dari 2018 hingga 2021, jumlah permintaan beras mengalami kenaikan sebesar 
kurang lebih 297.700 ton setiap tahunnya, sementara jumlah permintaan beras, tepung terigu, dan 
kedelai meningkat sebesar 16,280 ton, 26.079 ton, dan 144.02 ton secara berturut-turut (Tabel 1).

2 Sebagian besar kedelai dikonsumsi sebagai produk olahan, seperti tahu dan tempe, yang merupakan sumber protein yang penting. 
Sayangnya, input gizi tidak terekam oleh data yang tersedia dalam analisis kami. Sementara itu, kedelai mentah umumnya dijadikan 
input dalam produksi pangan, alih-alih makanan yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat miskin Indonesia. 

Tabel 1.
Konsumsi Beras, Jagung, Tepung Terigu, dan Kedelai Nasional, 2018–2021

Tabel ini disadur dari BPS (2022).

Bahan 
Pangan

Konsumsi (dalam Ribuan Ton) Rata-Rata Peningkatan 
Per Tahun (dalam 
Ribuan Ton)2018 2019 2020 2021

Beras 21.067,5 20.726,3 20.979,5 21.960,8 297,7

Jagung 653,6 771,7 906,1 702,5 16,3

Tepung terigu 694,5 675,2 655,2 772,8 26,1

Kedelai 13,6 13,8 13,9 14,05 0,144

Secara rerata, dari 2018 hingga 
2021, jumlah permintaan beras 

mengalami kenaikan sebesar kurang 
lebih 297.700 ton setiap tahunnya, 

sementara jumlah permintaan beras, 
tepung terigu, dan kedelai meningkat 

sebesar 16,280 ton, 26.079 ton, dan 
144.02 ton secara berturut-turut 
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Produksi Domestik
Berkebalikan dengan permintaannya yang meningkat, produksi 
pangan domestik justru menurun. Produksi kedelai nasional 
setiap tahun mengalami penurunan pada periode 2018–2021, 
dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 28.728 ton. Pada 
2021, produksinya lebih rendah 18,27% dibandingkan pada 2018 
(Tabel 2). 

Berkebalikan dengan 
permintaannya yang 
meningkat, produksi pangan 
domestik justru menurun. 

Tabel 2.
Produksi Kedelai Nasional, 2018–2021

Tabel ini disadur dari USDA (2019–2022).

Bahan 
Pangan

Produksi Nasional (dalam Ribuan Ton) Perbandingan 
2018 vs. 2021 (%)

Rata-Rata Penurunan 
Per Tahun (dalam 

Ribuan Ton)

Kedelai 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

471,74 435,45 430,91 385,55 -18,27% -28,73

Sementara itu, produksi beras nasional pada 2021 hanya mencapai 31,4 juta ton, atau merosot 
7,62% dari tingkat produksi tahun 2018–meski meningkat antara 2019 dan 2021 (Tabel 3).

Meski memang terjadi kemarau berkepanjangan pada 2019, kemerosotan tajam produksi beras 
dari tahun sebelumnya juga diakibatkan oleh adanya perubahan metodologi yang digunakan 
oleh BPS. Survei Kerangka Sampel Area (KSA) ditujukan untuk mengestimasikan luas panen 
padi secara lebih akurat (Alika, 2020; Nasution, 2020; BPS, 2019, hlm. 247) dibandingkan 
dengan metode sebelumnya yang menggunakan laporan Statistik Pertanian yang dikumpulkan 
secara manual oleh petugas statistik. Metode sebelumnya menggunakan estimasi berdasarkan 
pandangan mata (eye estimate) yang menyebabkan perkiraan luas panen yang berlebihan 
sehingga berujung pada estimasi produksi beras nasional yang berlebihan pula (BPS, 2020b). 
Bahkan dengan metodologi baru, angka resmi produksi domestik masih belum sepenuhnya 
reliabel, dengan masih maraknya kejadian perbedaan angka yang dilaporkan antarinstansi 
pemerintah. (Herdiyan, 2022; Silaban, 2016).

Tabel 3.
Produksi Beras Nasional, 2018–2021

Tabel ini disadur dari BPS (2018–2022).

Bahan Pangan Produksi Nasional (dalam Ribuan Ton)

Beras 2018 2019 2020 2021

33.942,8 31.313,1 31.334,5 31.356,1
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Restriksi Impor
Sebagaimana dipaparkan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dalam studi terdahulu 
yang dikutip di bawah ini, impor beras dan jagung masih dibatasi, kendati terdapat potensi 
kekurangan pasokan. Badan Urusan Logistik (BULOG) dilimpahi wewenang monopoli sebagai satu-
satunya entitas yang diizinkan untuk mengimpor beras, dan mereka pun hanya boleh mengimpor 
dengan instruksi formal dari rapat antarkementerian yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) (Kementerian Perdagangan [Kemendag], 2022, 
hlm. 34–38; Respatiadi & Nabila, 2017). Impor jagung dibatasi oleh prosedur yang rumit untuk 
memperoleh izin impor sesuai peraturan-peraturan menteri yang meregulasinya (Freddy et al., 
2018; Kementerian Pertanian [Kementan], 2015; Kemendag, 2022, hlm. 43–46).

Pemerintah mengakui bahwa isu pangan dan gizi bersifat multidimensional dan telah merespons 
dengan menyelenggarakan program-program lintas kementerian, seperti Rencana Aksi Nasional 
Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) 2021–2024 dan Rencana Aksi 
Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2020–2024. Namun, pemerintah tidak membarengi program-
program tersebut dengan tinjauan sistematis dan penilaian atas dampak kebijakan perdagangan 
terhadap sektor pangan dan pertanian (Alta et al., 2023, hlm. 10). Hingga Januari 2021, terdapat 
466 kebijakan hambatan nontarif (non-tariff measures atau NTM) berkode, seperti kuota impor 
dan sistem perizinan impor nonotomatis yang menghalangi impor produk-produk pangan dan 
pertanian (Amanta, 2021, hlm. 7; Amanta & Wibisono, 2021, hlm. 14–15). Hambatan-hambatan ini 
berkontribusi secara signifikan pada tingginya harga pangan di Indonesia. Secara khusus, harga 
beras di Indonesia tercatat 67,2% lebih tinggi daripada harga internasional akibat adanya NTM 
(Amanta & Wibisono, 2021, hlm. 18).

Untuk mengurangi biaya impor di Indonesia, pemerintah memperkenalkan Neraca Komoditas 
(NK) pada awal 2022 sebagai sebuah sistem yang ditujukan untuk memangkas proses perizinan 
impor serta menetapkan kuota impor yang lebih akurat menggunakan pemodelan ekonomi. 
Akan tetapi, sistem ini memiliki sejumlah masalah–adalah hal yang sulit untuk menghimpun 
data konsumsi dan produksi pada tingkat perusahaan, konsumen, produsen, industri, dan 
nasional, dan modelnya menggunakan asumsi yang tidak realistis bahwa harga pangan bersifat 
statis, padahal yang sebenarnya justru dapat dibilang cukup volatil (Gupta, 2022, hlm. 4; Gupta 
et al., 2022, hlm. 9). Hingga masalah-masalah ini dapat teratasi, NK tampaknya akan sulit untuk 
mengurangi biaya yang berkaitan dengan impor. 

Meski saat ini tidak ada persyaratan rekomendasi impor untuk kedelai dan tepung terigu, 
pemerintah berencana akan memperluas cakupan bahan pangan dalam NK di masa mendatang. 
Perubahan kebijakan yang membatasi impor tepung terigu dan kedelai seperti yang berlaku 
untuk beras dan jagung (Kemenko Perekonomian, 2022) harus dihindari.

Isu-Isu Konsumsi Pangan di Indonesia
Ketersediaan dan akses pangan menjadi isu yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama 
bagi masyarakat berpendapatan rendah yang membelanjakan sebagian besar uangnya untuk 
makanan (Amanta & Wibisono, 2021, hlm. 10; Bank Dunia, 2023). Kemiskinan adalah tantangan 
utama Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan, tetapi ketidakcukupan pasokan pangan 
yang berkontribusi pada tingginya harga pangan memperburuk kemampuan masyarakat 
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miskin Indonesia untuk membeli makanan yang 
terjangkau dan bergizi (Arif et al., 2020). Dalam 
Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food 
Security Index [GFSI]) 2022, dari 113 negara, 
Indonesia menempati peringkat ke-84 dalam 
hal ketersediaan pangan dan ke-44 dalam hal 
keterjangkauan pangan–lebih buruk dibandingkan 
peringkat negara-negara tetangga, seperti Thailand 
(ke-77 dan ke-39), Vietnam (ke-49 dan ke-38), dan 
Malaysia (ke-56 dan ke-30) (The Economist, 2022).

Statistik terbaru memperlihatkan bahwa 
jutaan warga Indonesia mengalami malanutrisi. Sekitar 21 juta orang (kurang lebih 7% dari 
keseluruhan penduduk Indonesia) tergolong tidak cukup konsumsi pangan (undernourished) 
dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 
yakni 2.100 kilokalori (kkal) (Arif et al., 2020; Kemenkes, 2019, Pasal 3 (2)). Kurang lebih 24,4% 
anak-anak di bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami stunting (tinggi badan menurut 
usia [height-for-age] rendah), sementara 4,9% mengalami wasting (berat badan menurut tinggi 
badan [weight-for-height] rendah) (Kemenkes, 2022a, hlm. 160–161, 2022b). Anak-anak yang 
kekurangan konsumsi pangan cenderung memiliki 
tingkat kecerdasan kognitif yang lebih rendah, dan 
dalam jangka panjang, ketidakcukupan gizi pada 
masa kanak-kanak akan memengaruhi produktivitas 
kerja ketika dewasa (Hadidjaja et al., 1998; Webb et al., 
2005). Kekurangan gizi pada anak akan merugikan dan 
mempersulit mereka keluar dari perangkap kemiskinan 
seiring dengan pertumbuhannya (Dasgupta, 1997; 
Kraay & McKenzie, 2014). Hal ini juga akan menciptakan 
lingkaran setan kemiskinan karena penduduk dewasa 
berpendapatan rendah akan kesulitan membeli 
makanan bergizi untuk anak-anaknya.

Kemiskinan adalah tantangan utama 
Indonesia dalam mencapai ketahanan 
pangan, tetapi ketidakcukupan pasokan 
pangan yang berkontribusi pada 
tingginya harga pangan memperburuk 
kemampuan masyarakat miskin 
Indonesia untuk membeli makanan 
yang terjangkau dan bergizi.

Sekitar 21 juta orang (kurang lebih 
7% dari keseluruhan penduduk 
Indonesia) tergolong tidak cukup 
konsumsi pangan (undernourished) 
dengan asupan kalori per 
kapita harian di bawah standar 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 
yakni 2.100 kilokalori (kkal). 

13



ANALISIS

Meski produksinya menurun, konsumsi pangan diprediksikan akan meningkat hingga 2045. 
Memenuhi permintaan pangan dalam jangka waktu ini akan menjadi tantangan bagi Pemerintah 
Indonesia. 

Beras, Jagung, Tepung Terigu, dan Kedelai sebagai Bahan-
Bahan Pangan yang Dianalisis
Analisis ini berfokus pada beras, jagung, tepung terigu, dan kedelai. Empat bahan pangan ini 
dikonsumsi secara luas dan menjadi komoditas-komoditas yang turut berkontribusi terhadap 
inflasi di Indonesia (Caisar Darma et al., 2019; Marpaung et al., 2019; Ramakrishnan & Vamvakidis, 
2002).3 Bahan-bahan pangan tersebut juga merupakan komoditas utama dalam keranjang 
makanan (food basket) yang dijadikan acuan garis kemiskinan Indonesia. Dari garis kemiskinan 
Maret 2022 sebesar Rp505.469/kapita/bulan, proporsi pengeluaran untuk beras mencapai 
23,04% mi instan 2,63%, roti 1,82%, tempe 1,65%, dan tahu 1,61% (BPS, 2022e, hlm. 6). Beras 
membentuk proporsi terbesar (23,04%) dalam pengeluaran bulanan masyarakat miskin untuk 
kategori makanan dan bukan makanan, termasuk rokok (11,63%), perumahan (8,41%), telur 
(3,49%), dan bensin (3.26%).

Dua Puluh Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi
Untuk menghasilkan proyeksi permintaan pangan masyarakat Indonesia berpendapatan rendah 
yang representatif untuk periode yang kami pilih, makalah ini berfokus pada 20 kabupaten 
dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kabupaten-kabupaten tersebut tersebar di 
enam provinsi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, 
dan Nusa Tenggara Timur–semuanya terletak di Indonesia bagian timur (Tabel 4). Pada 2021, 
sekitar sepertiga penduduk yang tinggal di kabupaten-kabupaten ini hidup di bawah garis 
kemiskinan–jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, yakni 9,71% (BPS, 
2023b, 2023a, hlm. 272). 

Kabupaten-kabupaten ini juga memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) di bawah rata-
rata. Pada 2021, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 16.976,69 triliun rupiah (BPS, 
2023b, hlm. 690), dengan rata-rata PDRB sebesar 33 triliun rupiah per kabupaten/kota (BPS, 
2023b, hlm. 50–51). PDRB tahun 2021 untuk 20 kabupaten terpilih dalam analisis ini berkisar 
pada 243 miliar hingga 4,4 triliun rupiah–jauh di bawah rata-rata nasional (BPS, 2022a, hlm. 21, 
36, 2023b, hlm. 50–51, 690).

3 Pada 2021, bahan-bahan pangan ini dan produk-produk turunannya berkontribusi 1,1 poin persentase terhadap inflasi tahunan. 
Beras: 0,05%; tahu dan tempe: 0,04%; dan mi instan: 0,02% (BPS, 2022d, hlm. 12).
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Tabel 4.
Tingkat Kemiskinan dan PDRB 20 Kabupaten Terpilih, 2021

Tabel ini disadur dari BPS (2022 dan 2023).

No. Kabupaten Provinsi Tingkat Kemiskinan 
Kabupaten (%)

PDRB Kabupaten 
(Miliar Rupiah)

1 Paniai Papua 36,59 4.447

2 Supiori Papua 37,91 1.087

3 Deiyai Papua Tengah 40,59 1.493

4 Intan Jaya Papua Tengah 41,66 1.304

5 Puncak Papua Tengah 36,26 1.513

6 Puncak Jaya Papua Tengah 36,00 1.407

7 Pegunungan Arfak Papua Barat 34,70 243

8 Tambrauw Papua Barat 33,86 244

9 Teluk Wondama Papua Barat 31,61 1.559

10 Maybrat Papua Barat Daya 31,39 751

11 Jayawijaya Papua Pegunungan 37,09 8.455

12 Lanny Jaya Papua Pegunungan 38,73 2.020

13 Mamberamo Tengah Papua Pegunungan 36,76 1.262

14 Nduga Papua Pegunungan 37,18 1.346

15 Pegunungan Bintang Papua Pegunungan 30,46 2.080

16 Tolikara Papua Pegunungan 32,60 1.721

17 Yahukimo Papua Pegunungan 37,64 2.626

18 Yalimo Papua Pegunungan 33,25 1.354

19 Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 30,13 1.449

20 Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 34,27 1.230
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Proyeksi Permintaan Pangan di 20 Kabupaten Terpilih 
(2025–2045)
Proyeksi permintaan pangan untuk 2025–2045 dibuat berdasarkan jangka waktu lima tahunan, 
yaitu pada 2025, 2030, 2040, dan 2045. Beberapa variabel yang digunakan untuk proyeksi ini 
adalah tingkat kemiskinan, PDRB, dan rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap komoditas 

. Informasi lengkap mengenai metodologi dan variabel 
yang digunakan dijelaskan dalam Lampiran.

Beras
Pada 2045, total permintaan beras per kapita per 
minggu di 20 kabupaten terpilih diproyeksikan akan 
mencapai 26,62 kg dengan rata-rata 1,33 kg untuk setiap 
kabupaten. Angka ini 20% lebih tinggi dibandingkan 
pada 2021 ketika total permintaan hanya 21,96 kg/
kapita/minggu dengan rata-rata 1,09 kg/kapita/minggu 
untuk setiap kabupaten. Dari 2025 hingga 2045, jumlah 

permintaan beras di 20 kabupaten terpilih diproyeksikan akan naik rata-rata 1,20% setiap 
tahunnya–sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2018–2021, yakni 
1,17% (Tabel 5 dan Tabel 6).

Penelitian terdahulu (Arfin et al., 2018, hlm. 55, 64) memperkirakan bahwa rata-rata jumlah 
permintaan beras per kapita per tahun akan mencapai 99,55 kg pada 2045. Sementara itu, 
makalah ini memperkirakan bahwa jumlahnya mencapai 69,16 kg, atau hanya sepertiga dari 
perkiraan terdahulu. 

Meski permintaan beras di 20 kabupaten ini diproyeksikan 
akan bertumbuh, lajunya akan melambat dari waktu ke 
waktu, dari 1,28% per tahun pada periode 2025–2030, 
menjadi hanya 1,10% per tahun pada periode 2040–2045. 
Temuan ini secara garis besar selaras dengan temuan 
Arifin et al. (2018, hlm. 55) yang mengestimasikan 
bahwa permintaan beras per kapita di Indonesia akan 
tumbuh sebesar 1,5% pada periode 2017–2025, tetapi 
akan melambat dengan kenaikan hanya sebesar 0,5 poin 
persentase secara keseluruhan selama 28 tahun menjadi 
2% pada 2045.

Meski permintaan beras di 20 
kabupaten ini diproyeksikan 

akan bertumbuh, lajunya akan 
melambat dari waktu ke waktu, 

dari 1,28% per tahun pada periode 
2025–2030, menjadi hanya 1,10% 

per tahun pada periode 2040–2045. 

Proyeksi permintaan pangan untuk 
2025–2045 dibuat berdasarkan 
jangka waktu lima tahunan dan 
menggunakan variabel-variabel 

seperti tingkat kemiskinan, PDRB, 
dan rata-rata pengeluaran per 
kapita untuk setiap komoditas.
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Tabel 5.
Permintaan Beras di 20 Kabupaten Terpilih (Kg/Kapita/Minggu), 2018–2021

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis.

Kabupaten 2018 2019 2020 2021

Deiyai 0,9980 0,9770 0,9040 0,9710

Jayawijaya 1,1520 0,9550 0,8070 1,1590

Lanny Jaya 0,8450 1,0120 1,0200 1,2270

Mamberamo Tengah 0,4290 0,5460 0,5820 0,4410

Puncak Jaya 1,1630 0,5740 1,1320 0,8990

Sumba Tengah 1,7230 1,8540 2,0170 1,7990

Tambrauw 1,4700 1,5940 1,4640 1,4540

Teluk Wondama 1,2940 1,2930 1,4190 1,2960

Maybrat 1,4240 1,3660 1,6590 1,5060

Intan Jaya 0,6150 0,9790 1,1000 0,9660

Nduga 0,5180 0,3750 0,4820 0,7200

Paniai 1,0150 1,0120 1,0210 0,9520

Pegunungan Arfak 1,6580 1,3560 1,1870 1,6160

Pegunungan Bintang 0,8450 0,7280 0,7110 0,3590

Puncak 0,0970 0,2780 0,0840 0,1320

Sabu Raijua 2,1320 2,2240 2,1180 2,2720

Supiori 1,7180 1,7260 2,0910 2,0310

Tolikara 1,0520 0,9240 1,0770 0,9190

Yahukimo 0,4970 0,2790 0,3010 0,2430

Yalimo 0,5020 0,8180 1,3510 0,9970

Rata-rata semua kabupaten 1,0574 1,0435 1,1264 1,0980

Total semua kabupaten 21,1470 20,8700 22,5270 21,9590

Peningkatan/penurunan per tahun (%) -1,33% 7,36% -2,52%

Rata-rata peningkatan/penurunan 
2018–2021 (%)

1,17%
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Tabel 6.
Proyeksi Permintaan Beras, 2025–2045 di 20 Kabupaten Terpilih (Kg/Kapita/Minggu)

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis.

Kabupaten 2025 2030 2035 2040 2045

Deiyai 0,9327 0,9177 0,9027 0,8877 0,8727

Intan Jaya 1,2419 1,3672 1,4925 1,6178 1,7431

Jayawijaya 1,3941 1,4356 1,4771 1,5186 1,5601

Lanny Jaya 1,1675 1,4049 1,6423 1,8796 2,1170

Mamberamo Tengah 0,9119 0,9173 0,9228 0,9282 0,9336

Maybrat 1,0821 1,1379 1,1936 1,2494 1,3052

Nduga 0,4330 0,7372 1,0414 1,3456 1,6498

Paniai 1,0340 1,0490 1,0640 1,0790 1,0940

Pegunungan Arfak 1,3016 1,3107 1,3199 1,3290 1,3381

Pegunungan Bintang 0,3265 0,2714 0,2516 0,2361 0,2206

Puncak 0,4127 0,4106 0,4085 0,4064 0,4044

Puncak Jaya 1,1895 1,3754 1,5613 1,7472 1,9331

Sabu Raijua 2,1693 2,2258 2,2824 2,3390 2,3956

Sumba Tengah 1,6645 1,6762 1,6880 1,6997 1,7114

Supiori 1,0442 1,1438 1,2435 1,3431 1,4428

Tambrauw 1,0259 1,0584 1,0908 1,1232 1,1556

Teluk Wondama 1,0652 1,1004 1,1357 1,1709 1,2062

Tolikara 1,0865 1,1526 1,2186 1,2846 1,3506

Yahukimo 0,6025 0,5783 0,5541 0,5299 0,5057

Yalimo 1,0097 1,1787 1,3478 1,5168 1,6858

Rata-rata semua kabupaten 1,0548 1,1225 1,1919 1,2616 1,3313

Total semua kabupaten 21,0953 22,4491 23,8386 25,2318 26,6254

Peningkatan/penurunan per 5 tahun (%) 6,42% 6,19% 5,84% 5,52%

Rata-rata peningkatan/penurunan per 
tahun (%)

1,28% 1,24% 1,17% 1,10%

Rata-rata peningkatan/penurunan 
2025–2045 (%)

1,20%
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Jagung
Total permintaan jagung per kapita per minggu pada 2045 di 20 kabupaten ini diproyeksikan 
akan mencapai 1,96 kg dengan rata-rata 0,098 kg untuk setiap kabupaten. Angka ini 2,89% 
lebih tinggi dibandingkan pada 2021 (1,91 kg dan 0,095 kg). Dari 2025 hingga 2045, jumlah 
permintaan jagung di kabupaten-kabupaten tersebut diproyeksikan akan meningkat rata-rata 
1,27% setiap tahunnya–jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata 
pertumbuhan tahunan sebesar 7,70% pada periode 2018–2021 
(Tabel 7 dan Tabel 8). Perlambatan yang diproyeksikan pada 
pertumbuhan jumlah permintaan utamanya disebabkan oleh 
rata-rata pengeluaran untuk jagung yang cenderung melandai 
dalam kurun waktu 25 tahun.4

Rata-rata permintaan jagung per kapita per tahun pada 2045 
di 20 kabupaten terpilih diperkirakan akan mencapai 5,10 kg, 
atau 71,14% lebih tinggi daripada estimasi yang dibuat oleh 
Arifin et al., yakni 2,98 kg (Arifin et al., 2018). Arifin et al. berpendapat bahwa konsumsi jagung 
cenderung berkurang seiring dengan meningkatnya pendapatan, dan Indonesia diprediksikan 
akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil (Arifin et al., 2018, hlm. 28, 52). 

4 Untuk perincian lebih lanjut, lihat Lampiran..

Konsumsi jagung cenderung 
berkurang seiring dengan 
meningkatnya pendapatan, 
dan Indonesia diprediksikan 
akan mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang stabil.
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Tabel 7.
Permintaan Jagung di 20 Kabupaten Terpilih (Kg/Kapita/Minggu), 2018–2021

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis.

Kabupaten 2018 2019 2020 2021

Deiyai 0,0570 0,0000 0,0000 0,0180

Intan Jaya 0,0350 0,0000 0,0130 0,0000

Jayawijaya 0,0500 0,0420 0,0830 0,0370

Lanny Jaya 0,0220 0,1630 0,2030 0,2020

Mamberamo Tengah 0,1600 0,1440 0,1720 0,1040

Maybrat 0,0600 0,0270 0,0210 0,0060

Nduga 0,0000 0,0000 0,0240 0,0450

Paniai 0,0060 0,0000 0,0000 0,0320

Pegunungan Arfak 0,0100 0,0060 0,0190 0,0440

Pegunungan Bintang 0,0180 0,0110 0,0130 0,0070

Puncak 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Puncak Jaya 0,1270 0,0350 0,0310 0,0000

Sabu Raijua 0,2930 0,0700 0,1320 0,2870

Sumba Tengah 0,6240 0,7510 0,6150 0,6160

Supiori 0,0020 0,0010 0,0030 0,0050

Tambrauw 0,0070 0,0090 0,0210 0,0030

Teluk Wondama 0,0130 0,0180 0,0380 0,0070

Tolikara 0,0160 0,0610 0,1000 0,1620

Yahukimo 0,0350 0,0430 0,0650 0,0440

Yalimo 0,0300 0,0330 0,2040 0,2870

Rata-rata semua kabupaten 0,0783 0,0707 0,0879 0,0953

Total semua kabupaten 1,5650 1,4140 1,7570 1,9060

Peningkatan/penurunan per tahun (%) -9,65% 24,26% 8,48%

Rata-rata peningkatan/penurunan 
2018–2021 (%)

7,70%
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Tabel 8.
Proyeksi Permintaan Jagung, 2025–2045 di 20 Kabupaten Terpilih (Kg/Kapita/Minggu)

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis. 

Kabupaten 2025 2030 2035 2040 2045

Deiyai 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Intan Jaya 0,0326 0,0475 0,0624 0,0773 0,0922

Jayawijaya 0,0326 0,0474 0,0623 0,0772 0,0920

Lanny Jaya 0,2042 0,2297 0,2630 0,2716 0,2986

Mamberamo Tengah 0,0646 0,0606 0,0565 0,0525 0,0484

Maybrat 0,0767 0,0600 0,0433 0,0266 0,0199

Nduga 0,0038 0,0057 0,0076 0,0096 0,0115

Paniai 0,0116 0,0160 0,0205 0,0249 0,0294

Pegunungan Arfak 0,0009 0,0011 0,0013 0,0014 0,0016

Pegunungan Bintang 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Puncak 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Puncak Jaya 0,0105 0,0181 0,0257 0,0333 0,0409

Sabu Raijua 0,0564 0,0736 0,0908 0,1080 0,1253

Sumba Tengah 0,5767 0,5600 0,5032 0,4465 0,4098

Supiori 0,0003 0,0005 0,0007 0,0009 0,0011

Tambrauw 0,0426 0,0512 0,0598 0,0684 0,0771

Teluk Wondama 0,0026 0,0043 0,0060 0,0076 0,0093

Tolikara 0,1043 0,1761 0,2479 0,3196 0,3914

Yahukimo 0,0224 0,0165 0,0106 0,0048 0,0000

Yalimo 0,2896 0,2943 0,2997 0,3064 0,3124

Rata-rata semua kabupaten 0,0766 0,0831 0,0881 0,0918 0,0981

Total semua kabupaten 1,5325 1,6627 1,7614 1,8367 1,9610

Peningkatan/penurunan per 5 tahun (%) 8,50% 5,94% 4,28% 6,77%

Rata-rata peningkatan/penurunan per 
tahun (%)

1,70% 1,19% 0,86% 1,35%

Rata-rata peningkatan/penurunan 
2025–2045 (%)

1,27%
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Tepung Terigu
Dari semua bahan pangan yang ditelaah dalam makalah ini, tepung terigu diproyeksikan akan 
mengalami peningkatan permintaan tertinggi di 20 kabupaten terpilih. Permintaan tepung 

terigu per kapita per minggu pada 2045 di 20 kabupaten tersebut 
diproyeksikan akan mencapai 0,56 kg dengan rata-rata 0,028 kg 
untuk setiap kabupaten, atau kurang lebih empat kali lipat lebih tinggi 
dibandingkan pada 2021 (0,14 kg dan 0,0072 kg secara berturut-
turut). Jumlah permintaan tepung terigu diproyeksikan akan naik 
6,24% setiap tahunnya selama periode 2025–2045, sepenuhnya 
berkebalikan dengan tren periode 2018–2021 ketika permintaan 
merosot dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar -7,11% 
(Tabel 9 dan Tabel 10). 

Tren yang bertolak belakang antara periode 2018–2021 dan 2025–
2045 dapat dijelaskan oleh asumsi bahwa rata-rata pengeluaran 

untuk tepung terigu akan meningkat dari waktu ke waktu. Maka dari itu, meski dalam jangka 
pendek (2018–2021) jumlah permintaan tepung terigu turun karena faktor-faktor lain, 
pengeluaran untuk bahan pangan ini diprediksikan akan meningkat dalam jangka panjang 
(2025–2045) sehingga mendorong permintaan.

Dari semua bahan pangan 
yang ditelaah dalam 
makalah ini, tepung 

terigu diproyeksikan akan 
mengalami peningkatan 

permintaan tertinggi di 
20 kabupaten terpilih. 
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Tabel 9.
Permintaan Tepung Terigu di 20 Kabupaten Terpilih (Kg/Kapita/Minggu), 2018–2021

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis.

Kabupaten 2018 2019 2020 2021

Teluk Wondama 0,1170 0,0590 0,0630 0,0680

Supiori 0,0220 0,0370 0,0140 0,0180

Maybrat 0,0120 0,0150 0,0120 0,0170

Sabu Raijua 0,0050 0,0070 0,0080 0,0100

Tambrauw 0,0100 0,0500 0,0270 0,0090

Sumba Tengah 0,0030 0,0100 0,0060 0,0080

Jayawijaya 0,0040 0,0060 0,0240 0,0050

Pegunungan Arfak 0,0020 0,0000 0,0070 0,0040

Yalimo 0,0000 0,0000 0,0130 0,0040

Deiyai 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Lanny Jaya 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Mamberamo Tengah 0,0000 0,0020 0,0010 0,0000

Puncak Jaya 0,0000 0,0030 0,0310 0,0000

Intan Jaya 0,0080 0,0000 0,0020 0,0000

Nduga 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Paniai 0,0000 0,0370 0,0000 0,0000

Pegunungan Bintang 0,0070 0,0100 0,0040 0,0000

Puncak 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Tolikara 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Yahukimo 0,0050 0,0020 0,0010 0,0000

Rata-rata semua kabupaten 0,0098 0,0119 0,0107 0,0072

Total semua kabupaten 0,1950 0,2380 0,2130 0,1430

Peningkatan/penurunan per tahun (%) 22,05% -10,50% -32,86%

Rata-rata peningkatan/penurunan 
2018–2021 (%)

-7,11%
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Tabel 10.
Proyeksi Permintaan Tepung Terigu, 2025–2045

di 20 Kabupaten Terpilih (Kg/Kapita/Minggu) 

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis. 

Kabupaten 2025 2030 2035 2040 2045

Teluk Wondama 0,0589 0,0843 0,1097 0,1351 0,1605

Puncak Jaya 0,0374 0,0595 0,0815 0,1035 0,1256

Jayawijaya 0,0272 0,0424 0,0576 0,0728 0,0880

Sabu Raijua 0,0138 0,0246 0,0355 0,0464 0,0572

Maybrat 0,0173 0,0258 0,0342 0,0427 0,0511

Supiori 0,0071 0,0109 0,0146 0,0184 0,0221

Pegunungan Bintang 0,0108 0,0130 0,0153 0,0175 0,0197

Tambrauw 0,0111 0,0120 0,0129 0,0138 0,0147

Sumba Tengah 0,0049 0,0071 0,0093 0,0115 0,0137

Yalimo 0,0021 0,0033 0,0044 0,0055 0,0067

Mamberamo Tengah 0,0009 0,0011 0,0013 0,0014 0,0016

Pegunungan Arfak 0,0009 0,0011 0,0013 0,0014 0,0016

Deiyai 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Intan Jaya 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Lanny Jaya 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nduga 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Paniai 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Puncak 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Tolikara 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Yahukimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Rata-rata semua kabupaten 0,0096 0,0143 0,0189 0,0235 0,0281

Total semua kabupaten 0,1924 0,2851 0,3776 0,4700 0,5625

Peningkatan/penurunan per 5 tahun (%) 48,18% 32,44% 24,47% 19,68%

Rata-rata peningkatan/penurunan per 
tahun (%)

9,64% 6,49% 4,89% 3,94%

Rata-rata peningkatan/penurunan 
2025–2045 (%)

6,24%
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Kedelai
Karena adanya keterbatasan data, kedelai di sini merujuk pada kedelai mentah dan tidak meliputi 
produk-produk turunannya, seperti tahu dan tempe. Kedelai mentah sebagian besar digunakan 
sebagai input produktif, alih-alih barang konsumsi, sehingga jumlah permintaannya lebih rendah 
di kabupaten-kabupaten miskin dalam studi ini yang kekurangan fasilitas produksi pangan.

Karena rendah, jumlah permintaan kedelai di 20 kabupaten terpilih dinyatakan dalam gram, 
bukan kilogram. Di samping itu, mayoritas kabupaten tidak memiliki permintaan kedelai sama 
sekali pada kedua periode (2018–2021 dan proyeksi untuk 2025–2045). Oleh karenanya, tabel-
tabel dalam bagian ini tidak menguraikan angka berdasarkan kabupaten.

Meski kedelai menjadi satu-satunya bahan pangan dalam 
makalah ini yang diproyeksikan akan mengalami penurunan 
jumlah permintaan, jumlahnya secara keseluruhan sangatlah 
kecil. Total permintaan kedelai per kapita per minggu pada 
2045 di 20 kabupaten ini diproyeksikan akan mencapai hanya 
5,30 gram dengan rata-rata 0,26 gram untuk setiap kabupaten 
(Tabel 12). Angka ini menunjukkan penurunan dari 2021 (11 
gram dan 0,55 gram secara berturut-turut) (Tabel 11). Jumlah 
ini sangatlah rendah dan menunjukkan permintaan kedelai 
yang tidak signifikan di 20 kabupaten tersebut. Walaupun bahan pangan dari kedelai dan produk-
produk turunannya menjadi sumber protein yang penting bagi masyarakat Indonesia, estimasi 
tidak akan dimasukkan sebagai bahan bahasan karena adanya keterbatasan data yang hanya 
memungkinkan estimasi untuk kedelai mentah.

Tabel 11.
Permintaan Kedelai di 20 Kabupaten Terpilih (Gram/Kapita/Minggu), 2018–2021

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis.

Tahun 2018 2019 2020 2021

Rata-rata semua kabupaten 17,1000 5,0000 2,0500 0,5500

Total semua kabupaten 342,0000 100,0000 41,0000 11,0000

Peningkatan/penurunan per tahun (%) -70,76% -59,00% -73,17%

Rata-rata peningkatan/penurunan 2018–2021 (%) -67,64%

Tabel 12.
Proyeksi Permintaan Kedelai, 2025–2045 di 20 Kabupaten Terpilih (Gram/Kapita/Minggu)

Tabel ini disadur dari BPS (2022) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis. 

Kabupaten 2025 2030 2035 2040 2045

Rata-rata semua kabupaten 0,8854 0,7194 0,4618 0,3236 0,2652

Total semua kabupaten 17,7082 14,3882 9,2355 6,4722 5,3034

Peningkatan/penurunan per 5 tahun (%) -18,75% -35,81% -29,92% -18,06%

Rata-rata peningkatan/penurunan per tahun (%) -3,75% -7,16% -5,98% -3,61%

Rata-rata peningkatan/penurunan 2025–2045 (%) -5,13%

Kedelai menjadi satu-satunya 
bahan pangan dalam makalah 
ini yang diproyeksikan akan 
mengalami penurunan jumlah 
permintaan, jumlahnya secara 
keseluruhan sangatlah kecil . 
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Potensi Dampak terhadap Asupan Kalori di 20 Kabupaten Terpilih
Bahkan jika ketidakmampuan produksi domestik untuk memenuhi 
permintaan dikesampingkan, jumlah permintaan — sebagaimana 
ditunjukkan oleh tingkat konsumsi — untuk beras, jagung, dan tepung terigu 
di 20 kabupaten terpilih menunjukkan prospek suram asupan gizi para 
warganya. Pola Pangan Harapan (PPH) dari Kementan merekomendasikan 
jumlah asupan kalori harian yang ideal dari padi-padian sebesar 1.050 kkal 
per orang (Tabel 13) (Kementan, 2021a, hlm. 31). Namun, di kabupaten-
kabupaten ini, jumlahnya adalah 590 kkal pada 2021 dan diprediksikan 
mencapai hanya 727 kkal pada 2045. 

Tabel 13.
Permintaan Bahan Pangan dan Asupan Kalori Per Orang di 20 Kabupaten Terpilih, 2018–2045

Tabel ini disadur dari BPS (2022 dan 2023c) dan dibuat berdasarkan perhitungan penulis.

Tahun Deskripsi

Bahan Pangan
Total 

Asupan 
Kalori

Beras
(1 kg = 3.622 kkal)

Jagung
(1 kg = 1.780 kkal)

Tepung Terigu
(1 kg = 3.330 kkal)

Kedelai
(1 kg = 3.810 kkal)

2018 Rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,0574 0,0783 0,0098 0,0171  

 Kalori (kkal/minggu) 3.829,9028 139,3740 32,6340 65,1510 4.067,0618

 Kalori (kkal/hari) 547,1290 19,9106 4,6620 9,3073 581,0088

2019 Rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,0435 0,0707 0,0119 0,0050  

 Kalori (kkal/minggu) 3.779,5570 125,8460 39,6270 19,0500 3.964,0800

 Kalori (kkal/hari) 539,9367 17,9780 5,6610 2,7214 566,2971

2020 Rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,1264 0,0879 0,0107 0,0021  

 Kalori (kkal/minggu) 4.079,8208 156,4620 35,6310 8,0010 4.279,9148

 Kalori (kkal/hari) 582,8315 22,3517 5,0901 1,1430 611,4164

2021 Rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,0980 0,0953 0,0072 0,0006  

 Kalori (kkal/minggu) 3.976,9560 169,6340 23,9760 2,2860 4.172,8520

 Kalori (kkal/hari) 568,1366 24,2334 3,4251 0,3266 596,1217

2025 Proyeksi rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,0548 0,0766 0,0096 0,0009  

 Kalori (kkal/minggu) 3.820,4856 136,3480 31,9680 3,4290 3.992,2306

 Kalori (kkal/hari) 545,7837 19,4783 4,5669 0,4899 570,3187

2030 Proyeksi rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,1225 0,0831 0,0143 0,0007  

 Kalori (kkal/minggu) 4.065,6950 147,9180 47,6190 2,6670 4.263,8990

 Kalori (kkal/hari) 580,8136 21,1311 6,8027 0,3810 609,1284

2035 Proyeksi rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,1919 0,0881 0,0189 0,0005  

 Kalori (kkal/minggu) 4.317,0618 156,8180 62,9370 1,9050 4.538,7218

 Kalori (kkal/hari) 616,7231 22,4026 8,9910 0,2721 648,3888

2040 Proyeksi rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,2616 0,0918 0,0235 0,0003  

 Kalori (kkal/minggu) 4.569,5152 163,4040 78,2550 1,1430 4.812,3172

 Kalori (kkal/hari) 652,7879 23,3434 11,1793 0,1633 687,4739

2045 Proyeksi rata-rata konsumsi (kg/minggu) 1,3313 0,0980 0,0281 0,0003  

 Kalori (kkal/minggu) 4.821,9686 174,4400 93,5730 1,1430 5.091,1246

 Kalori (kkal/hari) 688,8527 24,9200 13,3676 0,1633 727,3035

Jumlah permintaan - 
sebagaimana ditunjukkan 

oleh tingkat konsumsi- untuk 
beras, jagung, dan tepung 

terigu di 20 kabupaten terpilih 
–menunjukkan prospek suram 

asupan gizi para warganya. 
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Reformasi kebijakan yang signifikan dibutuhkan agar Pemerintah Indonesia dapat mencapai 
target-target pembangunannya untuk memperbaiki kesehatan dan kualitas kehidupan 
sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Visi Indonesia 2045. Tujuan ini meliputi target-target 
penurunan tingkat stunting dengan meningkatkan 
akses gizi (Bappenas, 2019, hlm. 4, 10). Dengan 
masyarakat yang terbebas dari stunting, pemerintah 
ingin mengembangkan sumber daya manusia 
berkualitas dan berpendidikan demi mencapai 
tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi di sektor 
formal sehingga mengurangi tingkat kemiskinan 
di Indonesia (Bappenas, 2019, hlm. 10–12). Untuk 
mencapai target-target ambisius ini, pemerintah 
harus mengatasi isu gizi buruk di 20 kabupaten ini. 

Reformasi kebijakan yang signifikan 
dibutuhkan agar Pemerintah 
Indonesia dapat mencapai target-
target pembangunannya untuk 
memperbaiki kesehatan dan kualitas 
kehidupan sebagaimana dinyatakan 
dalam dokumen Visi Indonesia 2045. 
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LANGKAH SELANJUTNYA

Pemenuhan permintaan pangan merupakan tantangan besar yang membutuhkan pendekatan 
kebijakan holistik yang dibahas secara terperinci dalam publikasi-publikasi CIPS lainnya 
sebagaimana dikutip di bawah ini. Analisis ini memperlihatkan bahwa permintaan pangan 
domestik akan terus meningkat, bahkan dengan merosotnya produksi pangan di Indonesia yang 
telah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Ada empat langkah yang perlu diambil oleh 

pemerintah guna memecahkan masalah ini. Langkah-langkah 
tersebut akan memperbaiki keterjangkauan pangan bagi 
masyarakat berpendapatan rendah, seperti mereka yang tinggal 
di 20 kabupaten yang dianalisis, sehingga mereka bisa memenuhi 
standar asupan gizi minimal serta memutus lingkaran setan 
kemiskinan yang dilanggengkan oleh malanutrisi.

Perbaiki iklim investasi untuk meningkatkan akses 
terhadap teknologi pertanian yang lebih baik
Guna memastikan bahwa permintaan dapat terpenuhi, produktivitas tanaman pangan harus 
ditingkatkan melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik. Untuk mendorong 
akses terhadap teknologi pertanian, pemerintah perlu membuka peluang bagi usaha-usaha di 
wilayah-wilayah yang didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN) serta meningkatkan 
prediktabilitas aturan dan regulasi, yakni untuk menciptakan lingkungan yang menarik lebih 
banyak investor, baik lokal maupun internasional (Pasaribu et al., 2021, hlm. 6–7).

Efisienkan program-program transfer teknologi dan 
pengetahuan
Untuk terus mengerek produktivitas sektor pertanian Indonesia, pemerintah perlu mengefisienkan 
program-program transfer teknologi dan pengetahuannya supaya tidak bertumpang-tindih 
dengan program-program serupa yang ditawarkan oleh sektor swasta (Budiman & Alta, 2022, 
hlm. 9). Pemerintah harus memperbaiki penargetan program-program teknologi gratis serta 
mengawasi dan mengevaluasi hasil pemberian teknologinya agar adopsi teknologi berjalan 
secara optimal dan tidak menghambat produktivitas jangka panjang. Selain itu, pemerintah 
perlu memfasilitasi transfer teknologi sektor swasta yang menggunakan pendekatan berbasis 
pasar. Dengan pendekatan ini, imbal hasil diberikan kepada petani yang mempertahankan hasil 
panen berkualitas.

Optimalkan perdagangan internasional untuk membantu 
memenuhi permintaan pangan domestik
Untuk membarengi produksi pangan domestik, pemerintah harus memaksimalkan perdagangan 
internasional guna memastikan bahwa pasokan pangan dapat mengimbangi permintaan yang 

Pemenuhan permintaan 
pangan merupakan tantangan 

besar yang membutuhkan 
pendekatan kebijakan holistik .
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kian meningkat. Pemerintah harus melakukan tinjauan komprehensif atas biaya dan manfaat 
NTM yang memengaruhi impor dan menghapus hambatan-hambatan dengan biaya net besar. 
Di samping itu, pemerintah seyogianya menerapkan sistem perizinan impor otomatis yang 
memfasilitasi transparansi serta mempermudah perdagangan sesuai dengan situasi pasar 
pangan (Amanta, 2021, hlm. 7). 

Jalin kerja sama dengan sektor swasta ketika 
mengimplementasikan reformasi kebijakan
Yang terakhir, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan sektor swasta dalam menerapkan 
reformasi-reformasi yang telah diusulkan di atas. Pangan dan pertanian adalah sektor yang 
rumit, dan pendekatan yang holistik untuk membenahinya membutuhkan kerja sama dari semua 
pemangku kepentingan, baik publik maupun swasta, guna memastikan bahwa program-program 
reformasi mencapai tujuan yang diharapkan. Alih-alih bertindak sebagai pelaku reformasi 
kebijakan, pemerintah sebaiknya mengambil peran fasilitator dengan menyediakan kerangka 
hukum yang kondusif dan memastikan keadilan, transparansi, serta kepatuhannya oleh semua 
pihak yang terlibat. 

Lembaga-lembaga swasta dengan jejaring akar rumput perlu menjangkau orang-orang yang 
membutuhkan bantuan teknis mereka, dan pelaku-pelaku yang memiliki keahlian dalam bidang 
pasar pangan internasional sepatutnya diberikan peluang untuk mengimpor pangan.
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LAMPIRAN

Makalah ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis permintaan pangan masyarakat 
Indonesia berpendapatan rendah. Variabel-variabel independen yang digunakan adalah: 

• rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap komoditas (Sengul & Tuncer , 2005); 

• tingkat pengangguran (Baland, 1991; Etana & Tolossa, 2017); 

• tingkat kemiskinan (Baland, 1991; Cirera & Masset, 2010; Etana & Tolossa, 2017); 

• PDRB (Cirera & Masset, 2010); dan 

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Hiç et al., 2016; Ferretti & Mariani, 2017; Bao et al., 2021). 

Permintaan pangan menjadi variabel dependennya. Jumlah permintaan pangan diukur 
menggunakan rata-rata konsumsi komoditas per kapita per minggu berdasarkan beratnya untuk 
setiap kabupaten.

Rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap komoditas membantu menentukan seberapa 
banyak suatu komoditas dikonsumsi. Namun, konsumsi bisa jadi lebih dari nol ketika 
pengeluarannya nol–misalnya ketika konsumennya adalah petani yang mengonsumsi 
produksinya sendiri, seperti yang lazim ditemukan di kabupaten-kabupaten yang dianalisis.5 
Konsumsi juga dapat dibiayai oleh bantuan sosial, alih-alih pengeluaran pribadi, dan hal ini 
khususnya berlaku di kabupaten-kabupaten miskin yang dianalisis di sini.

Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan PDRB adalah tiga variabel yang menjelaskan 
agregat kesejahteraan kabupaten. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang baik relatif 
memiliki akses yang lebih baik juga terhadap pangan (Riches, 1997; Pinstrup-Andersen, 2009). 
Hipotesisnya adalah makin baik kesejahteraan penduduk suatu wilayah, makin tinggi jumlah 
permintaan pangannya.

IPM digunakan sebagai proksi kualitas sumber daya manusia di kabupaten-kabupaten yang dianalisis 
(Ferretti & Mariani, 2017). Makin tinggi IPM suatu wilayah, makin tinggi juga permintaan pangannya. 

Maka dari itu, studi ini merumuskan hipotesis hubungan-hubungan antara permintaan pangan 
dan variabel-variabel independen berikut, untuk diuji menggunakan analisis regresi:

• Korelasi terbalik antara pengangguran dan permintaan pangan. Jika pengangguran 
meningkat, permintaan pangan akan menurun.

• Korelasi terbalik antara kemiskinan dan permintaan pangan. Jika kemiskinan meningkat, 
permintaan pangan akan menurun.

• Korelasi positif antara PDRB dan permintaan pangan. Jika PDRB meningkat, permintaan 
pangan akan meningkat.

• Korelasi positif antara rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap komoditas dan permintaan 
pangan. Jika rata-rata pengeluaran meningkat, permintaan pangan akan meningkat. 

• Korelasi positif antara IPM dan permintaan pangan. Jika IPM membaik, permintaan 
pangan akan meningkat.

5 Kementan (2021b) menggunakan data BPS untuk menyajikan proporsi semua pekerja di sektor pertanian pada 2021: Nusa 
Tenggara Timur: 50,37%; Papua: 68,13%; dan Papua Barat: 32,69%.
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Model ekonometri

lnFDit = α + β1Povit + β2lnGRDPit + β3lnExpit + β4Unempit + β5HDIit + Uit

FD = Permintaan pangan masyarakat miskin, rata-rata konsumsi per kapita
  per komoditas per minggu (kilogram)
Pov = Tingkat kemiskinan (%)
GRDP = PDRB (juta rupiah)
Exp = Rata-rata pengeluaran per kapita per komoditas (Rp)
Unemp = Tingkat pengangguran (%)
HDI = IPM (%)

Faktor-faktor determinan dianalisis dengan mengestimasikan fungsi konsumsi menggunakan 
regresi data panel. Data kerat lintang (cross-section) yang digunakan adalah data 20 kabupaten 
dengan tingkat kemiskinan di atas 30% — pada saat yang sama, kabupaten-kabupaten ini adalah 
20 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Data deret waktu (time series) yang digunakan 
dalam analisis ini adalah data dari 2018 hingga 2021. 

Data yang digunakan dalam studi ini diambil dari berbagai publikasi BPS, baik BPS pada tingkat 
nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Beras
Analisis kami menemukan bahwa satu-satunya variabel independen yang memiliki hubungan 
signifikan dengan permintaan beras adalah rata-rata pengeluaran per kapita. Akan tetapi, 
kabupaten-kabupaten yang dianalisis mencakup daerah-daerah produsen beras.6 Hal ini 
memberikan alasan kuat bagi kami untuk meyakini bahwa konsumsi akan melebihi pengeluaran 
di daerah-daerah tersebut. 

Hubungan antara pengeluaran dan permintaan pangan bersifat positif, sesuai dengan prediksi 
awal. Setiap peningkatan pengeluaran sebesar 1% akan menambah permintaan beras sebesar 
0,78%. Temuan ini selaras dengan temuan Sengul dan Tuncer (2005): makin tinggi rata-rata 
pengeluaran per kapita untuk beras, makin tinggi juga permintaannya. Berikut adalah model 
dari hasil estimasi.

Permintaan beras = -4,612363 + 0,778355Exp(beras)

Analisis ini menemukan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,709932. Artinya, 70,99% 
perubahan dalam jumlah permintaan beras dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, 
sementara 29,01% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam 
model ini. 

6 BPS (2021a) melaporkan produksi beras di Papua Barat sebanyak 25 ribu ton gabah giling kering (GKG), di Papua sebanyak 286 
ribu ton GKG, dan di Nusa Tenggara Timur sebanyak 732 ribu ton GKG.
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Tabel 14.
Tabel Intersep untuk Setiap Kabupaten

No. Kabupaten Efek

1 Deiyai  0,479886

2 Intan Jaya -0,309094

3 Jayawijaya  0,111741

4 Lanny Jaya -0,334967

5 Mamberamo Tengah -0,537167

6 Maybrat  0,603899

7 Nduga -0,591507

8 Paniai  0,907052

9 Pegunungan Arfak  0,150200

10 Pegunungan Bintang -0,574583

11 Puncak -0,791532

12 Puncak Jaya -0,428707

13 Sabu Raijua  0,058612

14 Sumba Tengah  0,510210

15 Supiori  0,461521

16 Tambrauw  0,189752

17 Teluk Wondama  0,440417

18 Tolikara  0,046386

19 Yahukimo -0,060238

20 Yalimo -0,331882

Kabupaten Paniai adalah kabupaten dengan nilai intersep tertinggi. Di kabupaten ini, ketika 
pengeluaran untuk beras adalah nol, permintaannya — yakni, rata-rata konsumsi beras per kapita 
per minggu — adalah 0,91 kg. 

Kabupaten Puncak memiliki nilai intersep terendah, yaitu -0,79.

Konstanta (intersep) ditemukan signifikan dengan nilai -4,612363. Dengan kata lain, ketika 
pengeluaran adalah 0 (nol), jumlah permintaan beras adalah -4,612363. Akan tetapi, nilai 
konstanta ini tidak masuk akal karena jumlah permintaan beras atau rata-rata konsumsi beras 
per kapita per minggu tidak mungkin negatif. Maka dari itu, nilai konstanta ini terkadang tidak 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Analisis data panel menghasilkan nilai intersep untuk 
setiap kabupaten yang disajikan dalam Tabel 14.
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Jagung
Analisis kami menemukan bahwa satu-satunya variabel independen yang memiliki hubungan 
signifikan dengan permintaan jagung adalah rata-rata pengeluaran per kapita. Hubungan kedua 
variabel bersifat positif. Setiap peningkatan pengeluaran sebesar 1% akan menambah permintaan 
jagung sebesar 0,23%. 

Intersep dan variabel lainnya dalam model komoditas ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah permintaan jagung. Berikut adalah model dari hasil estimasi.

Permintaan jagung = 0.235707Exp(jagung)

Analisis ini menemukan R2 sebesar 0,603337. Artinya, 60,33% perubahan dalam jumlah 
permintaan jagung dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, sementara 39,67% 
sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. 

Tepung Terigu
Analisis kami menemukan bahwa satu-satunya variabel independen yang memiliki hubungan 
signifikan dengan permintaan tepung terigu lagi-lagi adalah rata-rata pengeluaran per kapita. 
Hubungan antara dua variabel ini bersifat positif. Setiap peningkatan pengeluaran sebesar 1% 
akan menambah jumlah permintaan tepung terigu sebesar 0,41%. 

Intersep dan variabel lainnya dalam model komoditas ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah permintaan tepung terigu. Berikut adalah model dari hasil estimasi.

Permintaan tepung terigu = 4.71E-05Exp(tepung terigu)

Analisis ini menemukan R2 sebesar 0,363244. Ini menunjukkan bahwa 36,32% perubahan dalam 
jumlah permintaan jagung dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, sementara 
63,68% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. 

Kedelai
Karena adanya keterbatasan data, kedelai di sini merujuk pada kedelai mentah dan tidak 
meliputi produk-produk turunannya, seperti tahu dan tempe. Kedelai mentah sebagian besar 
digunakan sebagai input produktif, alih-alih barang konsumsi, sehingga jumlah permintaannya 
lebih rendah di kabupaten-kabupaten miskin yang dipelajari dalam studi ini.

Analisis kami menemukan bahwa variabel independen yang memiliki hubungan signifikan 
dengan permintaan kedelai mentah adalah rata-rata pengeluaran per kapita dan tingkat 
kemiskinan. Kedua hubungan bersifat positif. Setiap peningkatan pengeluaran sebesar 1% 
akan menambah permintaan kedelai sebesar 1,2%, dan setiap kenaikan tingkat kemiskinan 
sebesar 1% akan menambah permintaan kedelai sebesar 0,05%.
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Intersep dan variabel lainnya dalam model komoditas ini tidak secara signifikan memengaruhi 
jumlah permintaan kedelai. Berikut adalah model dari hasil estimasi.

Permintaan kedelai = 1.020323Exp(kedelai) + 0.050022Pov

Estimasi jumlah permintaan kedelai yang ditemukan dalam analisis kami sangatlah kecil 
sehingga proyeksi permintaan tidak terlalu berarti dalam analisis yang lebih luas dan 
rekomendasi kebijakan. Analisis ini menemukan R2 sebesar 0,952582. Dengan kata lain, 
95,25% perubahan dalam jumlah permintaan kedelai dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 
independen, sedangkan 4,75% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 
ke dalam model ini.

Metode Proyeksi
Proyeksi permintaan pangan dalam studi ini dibuat melalui tiga tahap, yakni (i) meramalkan 
setiap variabel prediktor menggunakan metode analisis linear, kuadratik, dan eksponensial; 
(ii) menentukan hasil ramalan terbaik dari ketiga metode berdasarkan nilai mean absolute 
percentage error (MAPE), mean absolute deviation (MAD), serta mean squared deviation (MSD) 
terkecil; dan (iii) mengganti hasil ramalan variabel independen pada setiap model regresi data 
panel yang telah diperoleh untuk mendapatkan nilai proyeksi permintaan pangan (Srihardianti & 
Prahutama, 2016). Dalam studi ini, proyeksi permintaan beras, jagung, tepung terigu, dan kedelai 
dibuat untuk setiap lima tahun, yakni pada 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045. Hasil proyeksi 
diasumsikan ceteris paribus — kondisi ketika variabel lain di luar model dianggap konstan dan 
tidak berubah.
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